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BUPATI LUWU UTARA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 30 TAHUN 2025 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2026 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LUWU UTARA, 
 

Menimbang  :   bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2026;   
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3826); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan/atau pada rangka Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana  

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
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2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau pada rangka 

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456) sebagaimana diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5256) sebagaimana diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
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Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 7144); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang 

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 186); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 
2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan 
Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala 

Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 

tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan 
Ketentuan Umum Bagian Alokasi Umum Yang 
Ditentukan Penggunaannya sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang 

Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan 
Umum Bagian Alokasi Umum Yang Ditentukan 

Penggunaannya  (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 965); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2024 

tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya 
Alam Kehutanan dan Reboisasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 505); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 
Nomor 727); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 

2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Luwu 
Utara Nomor 380);  

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 

Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 389);  

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 

Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Nomor 399); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 

 

Pasal 1 
   

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 

2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Perda.  

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih 

dalam periode tahun anggaran berkenaan.  

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 
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7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan 
dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai 
dengan kewenangan Daerah guna mendanai 

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi.  

9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang 
dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan 
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, 

baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan 
Daerah.  

10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan 
tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah 

penghasil berdasarkan angka persentase tertentu 
dengan tujuan mengurangi ketimpangan 
kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah.  

11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 
kemampuan keuangan antar-Daerah untuk 

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 
pelaksanaan Desentralisasi.  

12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat 

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan 
APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu 

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 
khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang 

atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani 
kewajiban untuk membayar kembali. 

14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi 
Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum 

daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan 
usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, 

koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh 
bunga dan pengembalian pokok pinjaman.  

15. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah 

jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah 
dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat 

dinilai dengan uang berdasarkan peraturan 
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perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan 
sebab lainnya yang sah.  

 
Pasal 2 

 

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah          Rp.  1.239.808.328.408,00 

b. Belanja Daerah Rp.  1.195.759.418.408,00 

 Surplus  Rp.       44.048.910,000,00  

c. Pembiayaan Daerah: 

1. Penerimaan Daerah Rp.            00,00 

2. Pengeluaran Daerah Rp.       44.048.910.000,00 

 Jumlah Pembiayaan netto Rp.      (44.048.910,000,00) 

Sisa Lebih Pembiayaan  
Anggaran  Rp.                           00,00 

 

 
Pasal 3 

 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf a terdiri atas: 

a. Pendapatan Asli  

Daerah   Rp.    126.833.616.000,00 

b. Pendapatan Transfer Rp. 1.081.807.253.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan  
 Daerah Yang Sah  Rp.      31.167.459.408,00 

 
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Pajak Daerah Rp.      61.910.410.000,00 

b. Retribusi Daerah Rp.      58.527.913.000,00 

c. Hasil Penghasilan  

 Kekayaan Daerah  
 Yang Dipisahkan Rp.       3.316.250.000,00 

d. Lain-lain PAD  
 Yang Sah Rp.       3.079.043.000,00 

 
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Transfer Pemerintah  

 Pusat  Rp.  1.027.455.802.000,00 

b. Transfer Antar Daerah Rp.       54.351.451.000,00 

 
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis 
pendapatan: 

a. Hibah  Rp.                 00,00 

b. Dana Darurat Rp.                             0,00 

c. Lain-Lain Pendapatan 



- 7 -              https://jdih.luwuutarakab.go.id 

 Sesuai Dengan 
 Ketentuan Perundang- 

 undangan Rp.      31.167.459.408,00 
 
 

Pasal 4 
 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf b terdiri atas: 

a. Belanja Operasi Rp.     879.512.694,961,00 

b. Belanja Modal Rp.     108.022.707.447,00 

c. Belanja Tidak Terduga Rp.         5.000.000.000,00 

d. Belanja Transfer Rp.     203.224.016.000,00 

 
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri dari jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai Rp.      562.651.783.954,00 

b. Belanja Barang & Jasa Rp.      299.295.074.007,00 

c. Belanja Bunga Rp.         2.471.807.000,00   

d. Belanja Subsidi Rp.                            00,00 

e. Belanja Hibah Rp.       11.529.050.000,00 

f. Belanja Bantuan Sosial Rp.          3.564.980.000,00   
 

(3) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d terdiri dari jenis belanja: 

a. Belanja Bagi Hasil  Rp.          6.774.147.000,00 

b. Belanja Bantuan 
 Keuangan Rp.      196.449.689.000,00 

 

Pasal 5 
 

(1) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf c angka 1 terdiri dari jenis pembiayaan: 

                             SILPA Tahun Anggaran  

Sebelumnya   Rp.           00,00 
 

(2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf c angka 2 terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Penyertaan Modal  

(Investasi) Pemerintah 
Daerah     Rp.        3.000.000.000,00 

b. Pembayaran Pokok Utang Rp.      41.048.910.000,00 

 
 

Pasal 6 
 

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini, terdiri atas : 
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a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi 
menurut Kelompok, Jenis, Obyek dan 

Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; dan 

b. Lampiran II : Penjabaran APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi, 
Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis 
Obyek dan Rincian Obyek Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan. 
 

 
Pasal 7 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara. 
 

Ditetapkan di Masamba, 

pada tanggal, 31 Desember 2025                       
                                                                    

BUPATI LUWU UTARA, 
 
          ttd 

                                                                 
ANDI ABDULLAH RAHIM 

 

 
Diundangkan di Masamba 

pada tanggal, 31 Desember 2025 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 
 

              ttd 
 

JUMAL JAYAIR LUSSA 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025 NOMOR 30   
 


